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A. Kebijakan Publik

1. Dye : “Whatever government choose to do or not 

to do”

Jika anda melihat banyak jalan berlubang, 
jembatan rusak atau sekolah rubuh → Diamnya

pemerintah itu merupakan kebijakan

Intrepretasi

 Kebijakan haruslah dilakukan pemerintah

 Kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan

atau tidak dilakukan
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A. Kebijakan Publik

2. James E. Anderson : Perilaku dari sejumlah aktor
(pejabat, instansi pemerintah) atau serangkaian
actor dalam suatu bidang kebijakan tertentu

Kebijakan tidak lepas dari kaitan kepentingan antar
kelompok baik di tingkat pemerintahan maupun
masyarakat secara umum

3. Iaswell : Kebijakan public mencakup

a. Metode penelitian proses kebijakan

b. Hasil dari studi kebijakan

c. Hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi
paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
intelejensi era kita sekarang
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A. Kebijakan Publik

4. Carl J. Friedrich

Kebijakan memang menjadi ranah yang amat
berbau kekuasaan untuk saling mempengaruhi dan
melakukan tekanan para pihak. Kebijakan →
sebagai suatu tindak yang mengarah pada tujuan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu
seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai
tujuan tertentu.
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B. Tahap-tahap analisis

kebijakan
Tahap Karakteristik

Perumusan masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi
yang menimbulkan masalah

Forecasting (Peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di 
masa mendatang dari diterapkannya alternative 

kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan

Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih
dari setiap alternative kebijakan yang 
memberikan manfaat bersih paling tinggi

Monitoring Kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi
sekarang dan masa lalu dari diterapkannya

alternative kebijakan termasuk kendala-
kendalanya

Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau
hasil dari suatu kebijakan
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C. Model kebijakan

1. Model formulasi kebijakan (Ripley)

2. Model sistem politik David Easton

3. Model implementasi George Edward III
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C. Model kebijakan
(1. Ripley)

Tahapan

kebijakan

publik (Ripley)
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C. Model kebijakan

(1. Ripley)

Model tahapan kebijakan Riple, ada dua proses 

kebijakan

a. Siklus pendek : 

1. Penyusunan agenda kebijakan

2. Agenda pemerintah

3. Formulasi dan legitimasi kebijakan pemerintah

4. Kebijakan
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C. Model kebijakan

(1. Ripley)

Model tahapan kebijakan Ripple, ada dua proses kebijakan

b. Siklus Panjang

1. Penyusunan agenda pemerintah

2. Agenda pemerintah

3. Formulasi dan legitimasi

4. Kebijakan

5. Implementasi kebijakan

6. Tindakan kebijakan

7. Kinerja dan dampak kebijakan

8. Evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan

9. Keputusan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru)
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C. Model kebijakan

(1. Ripley)
Fase penyusunan agenda (agenda setting)

1. Persepsi masalah public 

Menunjuk bagaimana isu masalah public dipersepsikan
oleh masyarakat, termasuk isu atau masalah
pentingkah, seriuskah atau biasa-biasa saja.

2. Pendefinisian masalah

Menunjuk adanya pembatasan masalah yang 
dilakukan public sendiri

3. Mobiilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah
public menjadi agenda pemerintah

Menunjuk upaya dari masyarakat untuk memasukkan
masalah atau isu public tertentu ke dalam agenda 
pemerintah
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C. Model kebijakan

(1. Ripley)
Setelah masalah public masuk agenda pemerintah
→ masalah tersebut harus melewati mekanisme
politik untuk mendapatkan solusi terbaik → fase ini

disebut tahapan formulasi dan legitimasi.

Adapun fase-fase yang harus dilalui :

1. Tujuan dan program

2. Informasi dan analisis

3. Pembangunan alternative

4. Advokasi dan pembentukan koalisi

5. Kompromi, negosiasi, dan keputusan
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C. Model kebijakan

(2. David Easton)
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C. Model kebijakan

(2. David Easton)

Ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya
menganalisa kebijakan

1. Mencakup masalah rumit, kompleks, dan struktur

yang sulit diidentifikasi

Misal : angka putus sekolah (tinggi biaya Pendidikan, 

kemiskinan perspektif tentang Pendidikan, budaya, 

kenakalan remaja, dll.)

2. Kriteria kepentingan public 

Contoh : masalah sampah, dikota x tidak masalah, 

dikota y menjadi masalah
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C. Model kebijakan

Kesamaan model Ripley dan Easton 

1. Proses bermula dari dukungan pada saat isu

public berjalan hingga masuk dalam agenda 
pemerintahan

2. Easton memiliki black box dapat diungkap dalam

tahapan formulasi dan legitimasi dalam Riple
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C. Model kebijakan

Aplikasi konseptual model Ripley dan Easton 
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C. Model kebijakan

Aplikasi konseptual model Ripley dan Easton 
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C. Model kebijakan

Aplikasi konseptual model Ripley dan Easton 
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C. Model kebijakan

(3. George Edward III) 

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi
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C. Model kebijakan

(3. George Edward III) 
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C. Model kebijakan

(3. George Edward III)

 Aplikasi konseptual model Edward III

20



C. Model kebijakan

(3. George Edward III)

 Aplikasi konseptual model Edward III
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C. Model kebijakan
(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes and Van 

Horn)

1. Standar dan sasaran kebijakan

2. Kinerja kebijakan

3. Sumber daya

4. Komunikasi antar pelaksana

5. Karakteristik badan pelaksana

6. Lingkungan social

7. Sikap pelaksanaan
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C. Model kebijakan
(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes

and Van Horn)
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C. Model kebijakan
(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes

and Van Horn)
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C. Model kebijakan
(4. Model Implementasi Kebijakan Van Mettes

and Van Horn)
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